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K anwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat

No. SK :

Per syar atan

1. Data piutang negara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun penerbitan nota dinas

persetujuan/penolakan keringanan hutang di Kanwil.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian
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8 Hari kerja Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
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Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Dinas Persetujuan/Penolakan Keringanan Hutang di Kanwil.

Pengaduan Layanan

menyampaikan pengaduan mengenai kualitas pelayanan (prosedur, waktu dan biaya pelayanan, kondisi
kantor, dan sikap petugas yang memberikan pelayanan) ke Kotak Pengaduan. 2. Petugas layanan atau
pengawas yang bertugas pada saat itu mencatat, mengumpulkan informasi, membuat laporan, dan
menyampaikannya kepada Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi u.p. Seksi Kepatuhan Internal.
3. Kepala Seksi Kepatuhan Internal melakukan verifikasi dan selanjutnya apabila: 1. Ada indikasi kebenaran
pengaduan, maka Kepala Seksi Kepatuhan Internal melaporkan kepada Kepala Kanwil DJKN melalui Kepala
Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mengenai hasil verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut
terhadap pengaduan tersebut serta menyampaikan konsep surat tanggapan pengaduan pengguna jasa.
Selanjutnya Kepala Kanwil DJKN melakukan tindakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan sesuai
dengan pengaduan. 2. Tidak ada indikasi kebenaran pengaduan, maka Kepala Seksi Kepatuhan Internal
melaporkan kepada Kepala Kanwil DJKN melalui Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi
mengenai hasil verifikasi terhadap pengaduan tersebut dan menyampaikan konsep surat tanggapan
pengaduan kepada pengguna jasa. 4. Pengguna jasa menerima surat tanggapan dari Kanwil DJKN. Segala
jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui 1. Telepon : 0411-425245 2. E-mail :
pengaduan.kanwildjkn15@kemenkeu.go.id 3. Whatsapp Pengaduan: 0813 4121 4411 4. Datang langsung ke

Mekanisme pengelolaan pengaduan di lingkungan Kanwil DJKN sebagai berikut: 1. Pengguna jasa
Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
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